
5.1 KESIMPULAN 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Menajwab rumusan masalah pertama, Kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Cianjur untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

dianggap belum serius karena belum melaksanakan apa yang seharusnya 

diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini adalah Undang­

Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, sehingga dalam melaksanakan alih fungsi lahan pertanian 

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengacu kepada Peraturan Daerah Pemerintah 

Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Cianjur. Apa yang direncanakan dalam Perda Pemerintah 

Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 mengenai Kawasan Budi Daya 

yang tercanturn di dalamnya adalah Kawasan Budi Daya Pertanian Pangan 

Pertanian Pangan belum ditentukan me!alui Peraturan Daerah Tentang 

Perlindungan Lahan Pcrtanian Pangan Berkelanjutan sehingga tersedianya 

lahan untuk kebutuhan lain selain lahan pertanian menjadi tidak seirnbang. 

Banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kawasan industri tanpa 

rnemperhatikan keberlanjutan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cianjur 

belum menjalankan apa yang diarnanatkan dalam Undang-Undang Nornor 41 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

2. Menjawab rumusan rnasalah kedua, Kebijakan yang dilaksanakan oleh 

Perneritah Kabupaten Cianjur dalam rnelaksanakan alih fungsi lahan pertanian 

guna kawasan industri. Tidak mernperhatikan kebijakan pertimbangan teknis 
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yang telah .diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur 

yang tidak menyetujui izin lokasi pendirian pabrik di Kecamatan Sukaluyu 

Kabupaten Cianjur karena tirlak sesuai antara Peraturan Daerah Kahupaten 

Cianjur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Peta Pola Ruang 

Kawasan Budi Daya di Kabupaten Cianjur. Selain itu Pemerintah Kabupaten 

Cianjur juga tidak memperhatikan kekeliuran yang tetjadi dalam Pasal 38 

Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kawasan Budi Daya dan Peta Pola 

Ruang Kawasan Budi Daya Kabupaten Cianjur, dimana dalam Pasal 38 

disebutkan bahwa Kawasan Industri salah satunya terdapat pada Kecmatan 

Sukaluyu, tetapi pada Peta Pola Ruang di Kecamatan Sukaluyu tidak 

ditemukan adanya Kawasan Industri melainkan Kawasan Pertanian. Oleh 

karena itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diberi 

kesimpulan, yakni : 

1. Alih fungsi lahan di Kabupaten Cianjur tidak dapat dihilangkan begitu saja, 

tetapi pelaksanaannya dapat dikendalikan. Pemerintah dalam hal ini telah 

membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di mana dalam undang-undang 

tersebut telah mengatur dan menetapkan lahan pertanian perlu dilindungi 

untuk mempertahankan kebt:rlanjutan pangan. Kabupaten Cianjur dalam hal 

ini belum memiliki Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan, sehingga banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan. 

Dengan segeranya dibentuk peraturan daerah tersebut, maka lahan pertanian 

dapat terlindungi dan alih fungsi lahan dapat dikendalikan dan disesuaikan 

dengan peruntukukannya. 

2. Terjadinya inkonsistensi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 

17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Peta Pola 

Ruang Kawasan Budi Daya, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu 
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merevisi atau mengganti Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan Peta Pola Ruangnya. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Cianjur juga perlu memperbaiki zonasi mengenai kawasan budi daya terutama 

terhadap lahan pertanian agar dapat segera membentuk Peraturan Daerah 

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, 

Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu memberikan ketegasan kepada pihak 

yang mengalihfungsikan lahan pertanian untuk memberikan lahan pengganti 

atau melaksanakan perubahan lahan sawah tadah hujan menjadi lahan sawa 

dengan system irigasi teknis, hal ini untuk melanjutkan keberlanjutan 

ketahanan pangan agar ikonik dari Kabupaten Cianjur tidak hilang. 

Pemerintah Kabupaten Cianjur juga perlu untuk segera membentuk dan 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, agar para petani dan pemilik lahan pertanian tidak 

mengalihfungsikan lahannya, dan menjaga produktivitas pertaniannya. 
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